BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG
BERSUMBER DARI APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2020 UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS JARING PENGAMAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

bo

DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan
keuangan bersifat khusus dari anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 kepada
masyarakat Kabupaten Siak dalam rangka
penanganan dampak corona virus discase 2019 perlu
mengatur mekanisme penyaluran bantuan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus yang Bersumber Dari APBD
Provinsi Riau Tahun 2020 untuk Peningkatan Kualitas
Jaring Pengaman Sosial Dalam Pcnanganan Dampak
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten
Siak;

Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4880);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234), scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6394);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5235}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Kecuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Discase 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang  Membahayakan Perekenomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2013
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5449);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disase 2019 di Linkungan Pemerintah Dacrah (Berita
Negara Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2019 Nomor 12);

Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Jaringan
Pengamanan Sosial Dalam Penanganan Dampak
Corona Virus Disecase 2019 (COVID-19) vyang
bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020(Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor : 30);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI RIAU
TAHUN 2020 UNTUK PENINGKATAN KUALITAS JARING
PENGAMAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

2.

a

Daerah adalah Kabupaten Siak.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  yang memimpin  pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.

Bupati adalah Bupati Siak.

Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Duerah Kabupaten
Siak.

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Siak.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilavah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah
untuk  menangani sebagian urusan otonomi  dacrah  dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Camat untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.
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Penghulu adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian
wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tctangga bukanlah
termasuk pembagian adminsitrasi pemerintahan, dan pembentukannya
adalah melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kampung atau Kelurahan.

PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura adalah Badan Usaha
Milik Daerah yang bergerak dibidang Jasa Keuangan dan Perbankan.

Musyawarah Kampung/Kelurahan Khusus adalah proses musyawarah
antara badan pemberdayaan masyarakat kampung/kelurahan,
perangkat kampong/kelurahan, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh badan pemusyarawatan kampung/kelurahan
untuk menyepakati hal-hal yang bersifat startegis.

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT
adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan
fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada
pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di
pusat dan daerah.

Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan
menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT yang berasal dari unsur PSKS
atau Aparatur Sipil Negara, dan berkedudukan di tingkat kecamatan.

Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT
khususnya pejangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat
desa/kampung/kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader
masyarakat.

Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah
penvakit menular yang disebabkan oleh Sepere Acute Respiratory
Syndrome-Corona Virus-2.

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari APBD Provinsi
Riau Tahun 2020 Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial
Dalam Penanganan Dampak COVID-19 yang selanjutnya disebut Bankeu
adalah bantuan dalam bentuk bantuan sosial tunai untuk setiap kepala
keluarga.

Bantuan Sosial Pangan yang selanjutnya disingkat BSP adalah Program
Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Bantuan Sosial Beras
Sejahtera, yang pada Tahun 2020 menjadi Program sembako.
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Bantuan Sosial Sembako yang selanjutnya disingkat Bansos Sembako
adalah bagian dari program jaring pengaman sosial dalam rangka
penanganan darurat bencana non alam akibat virus corona di Kabupaten
Siak.

Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Non
DTKS adalah Penerima Bantuan Sosial atau masyarakal yang terdampak
COVID-19 di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian
Sosial RI.

Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah
keluarga penerima bantuan sosial yang telah memenuhi svarat dan
ditetapkan dalam keputusan.

KPM BSP Murni adalah penerima manfaat program bantuan sosial
pangan yang tidak mendapatkan bantuan lainya dari Kementerian Sosial
RI.

Virtual Account (VA) adalah  sebuah sistem dimana akun yang
digunakan hanya eksis di sisi nasabah. Sebagai tujuan transaksi finasial,
sistem secara otomatis akan mendeskripsikan transaksi tersebut dan
mengarahkan transaksi ke rekening induk milik nasabah/mitra yang
bersangkutan.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan
bankeu dengan tujuan agar penyaluran bankeu terlaksana dengan baik dan
dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II
SASARAN, PERSYARATAN DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 3

Sasaran penerima bankeu adalah KPM BSP Murni dan KPM Bansos Sembako
vang bersumber dari APBD Kabupaten Siak vang telah di verifikasi Dinas
Sosial Provinsi Riau bersama Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan ditetapkan
oleh Bupati.
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Bagian Kedua
Persyaratan dan Besaran Bantuan

Pasal 4

Persyaratan KPM Bankeu yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan
(NIK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak.

Besaran bankeu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per
bulan/KPM selama 3 (tiga) bulan.

BAB III
PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 5

Pelaksana Penyaluran bankeu adalah:

°cooow

(1)

(2)

Dinas Sosial;

Badan Keuangan Daerah;

Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;
Kecamatan dan Kampung/Kelurahan; dan
Petugas Mata Bansos.

Pasal 6

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurufl a dalam

pelaksanaan penyaluran bankeu mempunyai tugas :

a. memberikan data penerima bankeu ke Badan Keuangan Daerah, Bank
Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura, Camat dan Penghulu/Lurah;

b. membuat rekomendasi penyaluran bankeu di tujukan kepada Badan
Keuangan Daerah dengan menampilkan jumlah penerima dan besaran
bantuan yang akan dicairkan;

¢. berkoordinasi dengan Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura dan
Kecamatan mengenai tempat dan jadwal penyaluran;

d. melakukan pendampingan penyaluran bankeu;

e. menyediakan koordinator dan petugas mata bansos di setiap
Kecamatan dan Kampung/Kelurahan pada saat penyaluran;

f. menyediakan biaya operasional bagi koordinator dan petugas mata
bansos di setiap Kecamatan dan Kampung/Kelurahan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi pclaksanaan penvaluran; dan

h. membuat laporan hasil penyaluran pada setiap tahap penyaluran.

Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b

dalam pelaksanaan penyaluran bankeu mempunyai tugas :

a. membuat Nota Dinas pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui
Sekretariat Daerah;

b. mencairkan dana bankeu berdasarkan jumlah penerima ke rekening
induk vang berada pada Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;

c. membuat surat perintah pembayaran kepada Bank Riau Kepri Cabang
Siak Sri Indrapura tentang penyaluran dana bankeu ke KPM,;
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d. melakukan pendampingan penyaluran bankeu;
e. mengembalikan sisa dana bankeu ke kas Daerah Provinsi Riau; dan
f. membuat laporan hasil penyaluran bankeu kepada Bupati.

Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 hurufl ¢ adalah lembaga penyalur dana bankecu ke KPM
yang mempunyai tugas:

a. membuat rekening titipan sebagai rekening induk Virtual Account (VA)
KPM;

b. menyalurkan dana bankeu berdasarkan surat perintah pembayaran
dari Badan Keuangan Daerah;

c. menyalurkan dana bankeu ke KPM sesuai jadwal dan tempat
penyaluran hasil kesepakatan bersama dengan pihak Kecamatan;

d. pada saat penyaluran dana bankeu ke KPM, harus melibatkan
petugas mata bansos;

e. mengembalikan sisa dana bankeu yang berada di rckening induk ke
Kas Daerah berdasarkan surat perintah dari Badan Keuangan
Daerah; dan

[.  membuat laporan hasil penyaluran bankeu kepada Badan Keuangan
Daerah dan Dinas Sosial.

Kecamatan dan Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 huruf d dalam pelaksanaan penyaluran bankeu mempunyai

tugas:

a. Camat mengkoordinir petugas mata bansos di wilayah masing-
masing;

b. Camat berkoordinasi dengan Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri
Indrapura terkait dengan jadwal dan tempat penyaluran;

c. Camat menyerahkan undangan penerima bankeu ke
Kampung/Kelurahan;

d. Camat dan Penghulu/Lurah memfasilitasi tempat penyaluran;

e. Penghulu/Lurah membuat dan membagikan undangan penerima
bankeu ke KPM melalui petugas mata bansos berdasarkan data KPM
bankeu yang telah ditetapkan; dan

f. membuat laporan bersama petugas mata bansos secara berjenjang.

Petugas Mata Bansos sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e

dalam pelaksanaan penyaluran bankeu mempunyai tugas ;

a. mengubah data penerima bantuan sesuai dengan identitas dokumen
kepemilikan penerima bantuan jika ada data yang tidak sesuai;

b. mengupload bukti penyaluran bantuan berupa toto diri beserta
identitas penerima bantuan jika bantuan disalurkan secara tunai;

c. mengupload bukti penyaluran bantuan berupa kwitansi penyaluran
dan/atau daftar penerima bantuan yang telah tersalurkan dari Bank
Penyalur; dan

d. membuat laporan hasil pelaksanaan penyaluran bersama Camat dan
Penghulu/Lurah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor
54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tunai Bersifat
Khusus Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 Untuk
Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak
Corona Virus Disease 2019 (Couvid-19) Di Kabupaten Siak, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Juni 2020

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR



